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DHWAN PIRWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABIIPATEN ACEH SINGKIL

drn
BT]PATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAII:

MENCtApKan : QA]Ttt]N KABTJPATEN ACEII SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN
SUSTJNAII ORGAIVSASI DAI{ TATA KERJA BADAN PENGELOLA
KEUANGAII DAI\ ASET DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

b. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dibantu oleh
Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang
dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil
adalatr unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang anggotanya
dipilih melalui pemilihan umum;

d. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Perafuran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur Penyelenggarfful
Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;

e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Aceh Singkil;

f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Aceh Singkil.



BABIII
KEDIIDUKAN, TUGAS DAI{ FI]NGSI

Paragraf Pertama

KEDI]DT]KAIY

Pasal3

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksanaan
kebijakan teknis tertentu Pemerintatr Daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten.

Paragraf Kedua

TUGAS
Pasal 4

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan desentralisasi pengelolaan keuangan dan Aset daerah dan tugas
lain yang diberikan Bupati.

Paragraf Ketiga

FUNGSI
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang adminishasi keuangan dan aset
daerah;

b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;

c. Pelaksanaan dan Pembinaan teknis dibidang pengelolaan aset daerah;

d. Pengelolaan urusan tata usaha;

BAB IV

SUSUNA}I ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri
dari:

a. Kepala Badan;

b. Bagian Tata Usaha;

c. Bidang Penetapan;

d. Bidang Penagihan;

e. Bidang Pengelolaan dan Belanja daerah;

f. Bidang Aset Daerah.
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